; ERAN TUGAS DAN TANGGEJNG JAWAB @RGAN
. PERSERQAN TERBATAS DALAM .
RANCANGAN UNDANG-UNMNG PERSER@AN TERBATAS

""" (Sebuah Sketsa)

: Oleh FledB G Tumbuan SO

L Pendahsﬁuan R

Dalam “sketsa” ini saya benmksud membahas hakekat Perseroan Telbatasl

(“P’E‘”) sebagat badan usaha berstatus badan hukum dan organ-organnya
(RUPS, Dir ek51 dan Dewan Komisaris) sebacalmana diatur dalam Rancangan
UndanmUndan g tentang Perseroan Terbatas (“RUUPT”), mengingat bahwa

P aebagai wahana usaha mempunyai peran penting dalam dunia usaha 1

Lhususnya baoi k&“l&tﬂﬂ usaha dl blddn g p'isa_r modal

A Hakekai: Perseman "i‘erbatas ¢
I; SmiusYurndas ' Y

“PTbukan persekutuan perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasa1~
pasal 1618 -1652 KUH Perdata, pula bukan persekutuan firma atau CV.
sebacaumana dimaksud dalam Pasal-pasal 15-35 KUH Dagang. -

- PT adalah persekutuan modal atau “asosiasi modal”! yang oleh undang-
undzmg diberi status badan hukum?. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
PT mempunyai dua hakikat yaitu (1) di satu pthak ia merupakan badan hukum
dan (ii) di lain pihak 1a sekaligus adalah wadah yang di dalamnya diwujudkan
kerjasama antara para pemegang saham selaku perilik modal. Sekalipun PT
hanya merupakan Treasi hukum dan oleh karena itu adalah suaiu “artificial
person’”, PT adalah subyek hukum mandiri. Sebagai subyek hukum, PT
me_mpuny_ai hak dan kewajiban yang pada dasarnya tidak berbeda dengan halk
dan kewajiban yang dimiliki manusia. Oleh karana PT adalah subyek hukum
mandir, makakeberadaannya tidak tergantung dari keberadaan para pemegang
sahamnya, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun mereka
berganii atau diganti, pada dasarnya pergantian tersebut tidak mempengarulil
keberadaan PT selaku “persona standi in judicio”. Di sinilah tampalk

' Pasal { angka ] RULIPT.
* Pasal 7 ayai (3) RUUPT.
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: per bedazm haklkl antara PT di satu pihak dan di lain pihak perselmtuan perdata
' (Pasa] 1646 ayat 4 KUH Perdata), Firma dan CV (Pasal 15 KUH Dagang).

- Perlu diperhatikan bahwa beliaman dengan per sekutuan perdata Firma
- dan CV sunatu PT udak muncrkm ada hanya karena atu chsepakau (chm ml\an)
' o}eh para pendm/pemeoang sahamnya Di sampmcf kata sepakat para pendmnya
. yang dlwu}udkan dalam akta pendman yang harus merupakan akta notaris
'_ - yang dibuat dalam bahasa Indonesm -adatidaknya suatu PT sebagai badan

S hukum tergantung dari pengesahan yang diberikan oleh yangber Wajlb atas

- akta pendirian PT*: Kenyataan int mengaklbaﬂian bahwa selama PL belum

“memperoleh status badan hukuim kita  berhadapan dengan apayang. d1sebut
“PT dalam pendman Selamafase ini hubungan hukum antara para pendm/
para-pemegang saham dan anggota Direksi serta Komisaris (hubungan
mtemzﬁ) dan hubungan hukum mereka dengan pihak ketiga (huhamgan
ekstemai) adalah tidak berbeda dari hubungan hukum yang berlaku bagi
Firma®, Semua pendiri/pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan yang dlbual
atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum. Selagi keadaan
tersebut berlangsung tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
("RUPS”). Setiap keputusan dan perbuatan hukum yang akan dﬂa}\ukan atas
nama PT yang belum memperoleh status badan hukum memerlukan per: setuj uan
dari semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Denikian
pula setiap perobahan akta pendirian PT hanya dapat dibuat bilamana disetujui
oleh semua pendiri dan harus dimuat dalam akta notaris dalam bahasa
Indonesia yang ditandatangani oieh sernua pendm atau kuasa mereka
yang sah ' :

2. Anggaran dasar

Sebagalmana dzLetahm akta pendman memuat anggaran dasar PT.
Anggaran dasar PT (“AD”) merupakan hukum positif dan oleh karena ifu
mengikat semua pemegang saham, anggola Direksi dan anggota Dewan
Kormisaris®. Berkaitan dengan ini perlu diperhatikan bahwa dalam hal ter dapat
pertentangan antara AD dan RUU PT maka yang berlaku adalah Undang-
Undang tentang PT.” Kekuatan mengikat AD tidak dapat dikesampingkan oleh
s:apa pun juga, sekali pun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat.

- Pasal 7ayat (1) RUU PT.

Pasal 7 ayat (3) RUU PT.

Pasal 3 ayat (2} a. dan Pasal 14 RUU PT.
* Pasal4 RUUPT.

7 Lihat penjelasan atas Pasal 4 RUU PT.

L
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' .Yang dapat dilakukan dengan sah adalah mengubah AD sesuai dengan prosedur
yang diatur dalamAD yang bersanokatan Perlu diperhatikan bahwa perubahan
' AD tertentu baru berlaku (baru dapat dipakai secara sah) apabila atas perubahan -
tersebut sudah mperoleh perseiujuan dari Menieri Hukum dan HAMS,. -
Hal lainyangperlu d1perhatzkan adalah maksud dan tujuan PT. Maksud

: _idan tlljli&‘ﬂ PT berl'iku sebagal pembatasan Lewenmwan bertindak PT yang:
- _-_bersancrkut'm Perbedaan antara manusia dan badan hukum adalah bahwa .
- manusia dapat] melakukan apa saja yang tidak dilas: ang, oleh hukam, sedaﬁgkan o

o badan hukum hanya dapat melakukan apa yang secara eksphsn atau implisit

'dujmkan oleh ‘hukum atau anggaran dasarnya. Dengan demikian dapat
e dlsmlpu}kan bahwa maksud dan tujuan PT mempunyai 2 (dua) segi, di satu. -

pihakmer upa_k,an s_umher kewenangan bertindak bagi PT dan di lain pihak.
menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak PTyang
bersangkutan (de doelomschrijving van de rechispel soon.geldtals beo*lenzmg
van haar bevoegdheid). . :
- Bagaimana kita dapat mencetahm 1p11<'1h suatu pe1buatan hukum berada
d1 1uar cakupan maksud dan tujuan PT? Suatu perbuatan hukum berada di
huar maksud dan tujuan PT apablla terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di
bawath ini: : N (° _
a. perbuatan hukum yang bersangkutan secara legae dilarang oleh AD;
b. dengan memperhatikan keadaankeadaan kbusus, perbuatan hukum yang
wbersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang
disebut dalam AD;
¢. dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang
bersangkutan tidak dapat diartikan sebagat tertuju kepada kepentingan PT.”

B. Rapatumum pemnegang saham
1. Hakikat dan Wewenang

- Diatas telah dikemukakan bahwa PT pada hakikatnya adalah (1) badan
hukum/subyek hukum mandiri dan (il) wadah perwujudan kerjasama para
pemegang saham (persekutuan modal), Kenyataan tersebut berakibat bahwa
demi kelangsungan keberadaannya PT mutlak membutahkan organ yaitu () RUPS
di mana para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang

8 Pasal 21 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 23 ayat (1) RUUPT.

? M.M. Mendel, Het Statataire Doel van de Naamloze Vennootschap,
Kluwer-Daventer, 1971, hl. 147-148.

0 Pasal 1 angka 2 RUUPT.
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S sepenuhnya untuL menentukan smpa yang akan me: eka percayakan peri curusan
CPTH (Y Direksi yang oleh U"U chtuvaskqn Jmengurus dan mewakili P dan
o '(m) Dewan Konnsmis yang oleh UU dltugdskaﬂ tmtuk mehkulxan peno‘iwasan
o serta memberi nasihat kepada Direksi? 000 3

Memperhaﬁkan keadaantersebut di atas dap‘xt dikatakan bahwa keputusan

- Leputusan yang menyan gkut sy uktur organisasi PT (mlsalnya perubahan
- AD; pembubzuan dan likuidasi PT' dsb .);hak dan kewajiban para pemegang
‘saham, pengeluaran saham baru dan pembacqan/pen cunaan keunmngan_ym}g
- d;’ouat PT scpenuhnya termasuk lcewcnanfran RUPS. Sebaliknya, apa: saja
; 'yano ieichup dalam’ orgmusasn usaha PT yang dibuat untuk mencapai maksud

-~ dan’ tujuan PT sepenuhnya menjadi wewenang Direksi dan Dewan ;{omasams

Oleh karenaitu, ‘mengangkatdan memberhentikan karyawan PT, membulm
cabang ddn melakukan akiivitas lai n berkenaem dengan organsisasi PT' selaku
badan usaha berada dalam I\ewenancan Direksi dan Dewan Komisaris;

Pemisahan jelas antara fungsi pemegang saham dan fungsi Direksi (amnya
antara pemilikan modal dan pengurusannyay), sesunggulmya merupakan-ciri khas
PT'dan membedakannya secara hakiki dari persekutuan perdata, Firmadan
CVRUPS selaku wadah para pemegang saham untuk menjalankan hak-hak
mereka dapat disebut sebagai pengejawantahan pluralitas (para pemegang
saham) dan oleh karena i RUPS adalah pembela kepentingan para pemecang
sahar."

- Sering kita denoar orang mengata}\an bahwa RUPS mempunyai kel»m&c;aan
tertinggi dalam PT. Guna menilai benar tidaknya pernyataan tersebut perlu
dibedakan antara di satu pihak kewenangan yang oleh UU (de iure) diberikan
kepada pemegang saham' dan di lain pihak kekuasaan vang de facto dijalankan
oleh RUPS dalam PT tertentu. Dengan lain kata, perlu dibedakan antara
kewenangan RUPS yang secara cksklusip diberikan oleh UU kepadanya dan
apa yang diatur dalam AD PT tertentu. Contoh dari kewenangan macam pertama

dapat dilihat dalam Pasal 66, 92 dan 108 RUU PT. Adapun contoh kekuasaan
macam kedua adalah pembatasan-pembatasan tertentu bagi Direksi yang
memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam RUU PT' dan AD.
Sekah pun demikian perlu diperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan PT yano

" Pasal | angka 3 jo. Pasal 74 RUU PT.

2 Pasal | angka 4 jis. Pasal 90 dan 96 RUU PT
* Pasal T angka S jo. Pasal 106 RUU PT.

" Pasal I angka 3 jo. pasal 74 RUU PT.

* Pasal 100dan 102RUU PT.




Peran, Tugas-dan Tanggung Jawab Organ Perseroan:Terbatas

| 1exc1kup dalcun bidang pengurusan dan perwakilan PT.di dalam niaupun d1_
' }uar pengadd‘m tidak masuk dalam kewenangan RUPS S

- 2 Penﬂaturan ohggr}ﬂs éan hak suara

' 'Conioh penﬂaturan Ohgarkw adalah pembatrlan saham daiam saham

oritas d; fSaham biasa. Yang diartikan dencran Saham prwmtas“’ adalah'

o J@mg sah'un yang lazu”ﬂnyd memben }\epadfi pemeoanvnya kekuasaan tenentu L

5 bmkenaan dengcm hal ikhwal PT, sepertl Irn%ainya membuat penca}(m'm yang

' manglkat dalam hal pen Uzmgkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Perlu

' dlpeihatxhan bahwa saham  prioritas tidak sama dengan saham preferén, Saham
preferen adalah saham vang memberi kepada pemiliknya hak untuk didabulukan
bex kenaan dengan pembaﬁlzm laba dan atau surplus likuidasi'”.

Bel k’utzm dengan penoratm an ohgarkzs ter sebut perlu dzpel haukan bahwa
tiddk chbenarkan adanya ketentuan dalam mgm an dasar yang mensyamtkan
b'ihwa anggota Direksi dan atau Dewan Konnsans hzmya dapat diberhentikan
apabﬂa halitu dl&.etu}m oleh jenis saham fertentu (saham priogitas). Pengauudn
demikian memberikan hak veto kepada jenis saham tertentu, hal mana
bertentanvan denoan hdh_ RUPS uniuk sewaktu Waktu member hentikan
mereka'™ A

- Pengaturan hak suara meialm suafu pelj anp'm ¢ votmg agreemem ) padd
dasarnya dapat dibenar kan Sekali pun kelihatannya perjanjian semacam ini
membatasi kebebasan pemegang saham, akan tetapi sesunggulmyﬂ kebebasan
itu tetap ada, Peegang saham yang telah membuat perjanjian hak suara tetap
bebas mengeluar Kan suaranya sebagaimana ia kehendakinya. Juga ketika ia
mengeluarkan suaranya tidak sesuai dengan perjanjian hak suara, suaranya
tetap sah sekali pun ia telah melanggar perjanjian yang bersangkutan dan oleh
karena itu cidera janji. Ini penting kita perhatikan, teristimewa dalam hal
pemberian kuasa. Tidak jarang dalam hal gadai saham, kepada pemegang gadai
diberikan kuasa mutlak untuk mengeluarkan suara atas saham-saham yang
digadaikan. Seyogyanya diketahui bahwa kuasa dimaksud tidak mempunyai
“privatieve werking” artinya tidak dapat meniadakan hak suara pemberi
gadai’. Oleh karena itu pemberi gadai senantiasa dapat hadir sendiri pada
RUPS dan kehadirannya tersebut dengan sendirinya karena hukum akan

" Perlu diperahtiakan bahwa saham prioritas tidak sama dengan saham preferen. Saham
preferen adalah saham yang memberi kepada pemiliknya hak untuk didahulukan
berkenaan dengan pembagian laba dan atau surplus likuidasi,

¥ Pasal 53 RUU PT.

% Pasal 103 dan 116 RUUPT.

¥ Pagal 60 ayat (4) RUUPT.
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= -membat'ﬂkan ha}\ pemeoang gadal untuk mengeluarkan suara. Kenyataan ini

- ber sumber pada ketentuan bah{éva hanya pemegang saham mempunyaa hak

“suara dan olehkarenaitu hak suara udak dapat dlahhkan terlepas dan pennhkan

. Sahmzc B

Mengmgat hak: suara dlbeuk'm kepada peme gang saham oleh UU-atral ia
dapat menjaga kepennn gannya sebagalmana 1a %ehendaiq maka pemegancr

- saham pada dasamya bebas mengikat d1r1nya berkenaan dencan caz a

o ':peiaksanaan hak suara yanv 1& m;hlu daiam suatu peganjian hwk suma

.C Dlrekm LA am W ) e
1. ’EhgasdanWewenang PR £ =X

Berbeda denoan RUPS yang sebagauman'l kita lihat adalah pembela
kepenuman para pemeganc ‘saham, Direksi adalah organ yang mewakili
kepentm oan PT sel aku suhyek hulmm mandiri, Sesun gguimya PT adaiah sebab
keberadaan (raison d’étr e) Direksi, kar ena apabila tidak ada PT, j juga tidak
perlu ada Direksi. Itu pula sebabnya bahwa Direksi sepatutnya mengabd1
kepada kepentlnoan PT (Yditu semua pemegang saham), bukan kepentmgan
satu atau beberapa pemegang saham, Direksi bukan wakil pemegang saham
Direksi adalah wakil PT selaku “persona standi in Judicio™™

_ Berdaszukan Pasal 90 ayat (1) RUU PT pengurusan PT d;percayakan
kepada Dlreks1 .Apayang dxmalxsud dengan pencrurusan’? Yang jelas pengurusan
bukan bel arti bahwa Direksi hanya menj jadi pelaksana kebijaksanaan dan
1encana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris. Lebih tepat bila istilah
penmrusan diartikan sebacral Direksi dltugaskan danoleh karenaitu berwenang
a. menoatm atan mengelola kegiatan keglatan usaha PT;

b. menguruskekayaan PT; dan
c. mewalﬂh PT di dalam dan di luar Pengadilan.

Sesun gguhnya apa yang dikatakan pada butir a. dan b. di atas t1dak dapat
dipisahkan dalam hal PT, karena pengurusan kekayaan PT harus menunjang
terlaksananya kegiatan usaha PT. Dengan demikian Direksi hanya mempunyai
2 (dua) tugas yaitu pengelolaan dan perwakilan PT. Dalam kaitan kedua tugas
dimaksud perlu diperhatikan bahwa pengelolaan PT pada hakikatnya adalah
tugas dari semua anggota Direksi tanpa kecuali (collegiale

* Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 52 (1) a. RUUPT.
*' Pasal 1 angka 4 jis. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) RUU PT.
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_ besiuw svemnﬁmorde!qkhezd )2’ Yang’ dapat dﬂakukan adalm membatas;l_
o hak untuk mewakili PT terhadap plhak ketiga® v : '
R Bahwa tugas dan wewenang ‘untuk: 1nen03101a PT adalah tugas dan .
- wewehano g setiap an ggota Direksi dltegaskam dajam tanggunv jawab pnbadl
'secala tdnggung renteng yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) RUU PT.
w0 Dapatkah RUPS memberi instruksi Lepada Direksi? Dalam k&itan 11:11'_
- menarik menyebut disini “F Orumbankarrest tanggal 21 Januari 1955”7,

._:-Dalam arrest telsebut dltecash'm bahwa selama Du‘ekm melakukan_ )

"-}xewapbaimya sesuai dengan tugas dan Lewenangan yang diberikan kepada.nya' :

“oleh UU dan AD, maka Duﬁk:ﬂ tidak perlu mengindahkan instruksi RUPS,

Dewan Konuwns Alayw instansi mana pun. Klranya arrest dimaksud sesuai
dengan apa yang diatur dalam Pasal- -pasal 66 ayat (1), (2) dan (3)RUU PT.
Selanjutnya konsep tanggung jawab terbatas pemegang saham sebagatmana
diatur dalam Pasal 3 ayai (1) RUU PT menuntut dari pemegang saham bahwa
mereka, baik langsung maupun tidak langsung, tidak ikut melakukan pengurusan
PT. Pelanggaran atas sikap ini dapat berakibat pemegang saham yang
bersangkutan kehilangan ianggung jawab terbatasnya.

- Apayang dikemukan di atas hendaknya tidak diartikan bahwa AD tidak
dapat memuat pembatasan-pembatasan tertentu yang mengikat Direksi. Sudah
lazim AD mengatur bahwa perbuatan-perbuatan hukum tertentu dari PT hanya
boleh dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS atau Dewan
Komisaris.® Akan tetapi hendaknya diperhatikan bahwa pembatasan-
pembatasan dimaksud tidak boleh sedemikian rupa sehingga meniadakan
kemandirian Direksi untuk mengelola dan mewakili PT secara wajar demi
kepentingan PT itu sendiri.

Singkatnya kewenangan Direksi dibatasi oleh (1) peraturan perundang-
undangan, (ii) maksud dan tujuan PT dan (i) pembatasan-pembatasan dalam

2. Tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng

Tanggung j awab tersebut bersumber pada dua kenyataan yaiiv: bahwa (i) PT
adalah subyek hukum mandin dan (it) PT sebagat ciptaan hukum mutlak memerlukan
Direksi yang ditugaskan untuk mengelola dan mewakilinya. Untuk jelasnya sebaiknya
dibahas di sini beberapa pasal RUU PT yang mengatur tanggung jawab dimaksud.

2 Pasal 93 ayat (2), (3) dan () RUU PT.
3 Pasal 96 dan 97 RUUPT.

4 Pasal 3 Ayat (2) huruf b, ¢ dan d RUU PT.

® Pasal 100 ayat (1) dan (2) dan Pasal 114 ayat (1) RUU PT.

3
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o Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) RUUPT menetapkan bahwa
Direksi adalah pengelola dan wakil PT: Tugas tersebut melahirkan kewajiban

- padasetiap anggota Direksi untuk senantiasa menjaga dan membelakepentingan
PT%. Kelalaian dalam melaksanakan tugas tersebut berakibat bahwa setiap

- anggota Direksi secara tanggung renteng dapat dipertanggungjawabkan?.
" 'Selama anggota Direksi menjalankan kewajibannya dalam baizs-batas
- kewenangannya, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
CkemuglanPTH, e e TN
- Bagaimana halnya apabila Direksi melanggar ketentuan dalam RUU PT

' dtau AD yang mewajibkan Direksi meminta persetujuan RUPS atai Dewan

Komisaris? Bilamana hal itu terjadi, maka harus dibedakan antara akibat ke
dalam (interne werking) dan akibat ke luar (externe werkin ¢) perbuatan hukum
yang dilakatkan Direksi tersebut. : f
- -Berkenaan dengan akibat ke luar, RUUPT memegang teguh asas hukum
bahwa pihak ketiga yang beritikad baik harus difindungi. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 100 ayat (4) perihal persetujuan RUPS dan Pasal 114 ayat (2)
perihal persetujuan Dewan Komisaris. Sekalipun Direksi telah melakukan
perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS atas Dewan Komisaris sebagaimana
diharuskan oleh RUU PT atau AD, namun perbuatan hukum dimaksud tetap
mengikat PT sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad
baik. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan Direksi tersebut tidak
mempunyai akibat ke luar (externe werking) dalam arti batal atau dapat
dibatalkan. - N Rt

- Lain halnya dengan akibat ke dalam dari perbuatan hukum yang dilakukan
Direksi dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) RUU PT atau
AD yang mengharuskan Direksi meminta persetujuan RUPS atau Dewan
Koniisaris. Dalam kejadian dimaksud, setiap anggota Direksi bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami PT sebagat akibat perbuatan
hukum tersebut™. Oleh karena itu baik peregan g saham yang mewakili paling
sedikit /10 (satu persepuluh) bagian dari Jjumlah seluruh saham dengan hak
suara maupun Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan
atas nama PT berkenaan dengan kerugian yang diderita PT tersebut™.

3

¢ Pasal 92 ayat (2) RUUPT.
7 Pasal 95 ayat (3) dan (4) RUU PT.
Pasal 95 ayat (SYRUU PT,
* Pasal 95 ayat (3) dab (4) RUU PT.
Pasal 95 ayat (6) dan (7Y RUU PT.

W B 19
& 3
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- =) 2gung av ool :

: E?asai 102

- kemhhan 'uau Leiaiaxan Dueksﬁ‘ aciai‘ih Lonselxaen‘;] 10015 dan wajar dan -
_ tugas pencruru%an PTyangoleh t,mdanv-undanc dlpercayﬁkan kepada Direksi -
. sehmoga melahirkan “fiduciary responsibility pada Direksi”. Makatidak salah

-+ bilamanadikatakan bahwa antara PT. dan Direksi terdapat hubungan fidusia - ©-

atau kcpercdyaan (fi duciary 7 @latzonslup) yang melahirkan. “fiduciary
e dzmes “bagi Direksi ym i “dufy of loyalt}f ana’ oood fazrh ".dan “duty of .
_ Care skill and dzl Ingw '

‘Berkaitan den gan tugas pen surusan P’T yang chpex caya‘s\.an kepada Dli‘ﬁl\Sl :
perlu d}peihair?xan bahwa tidak wajar dan tidak adil menﬂharapkan apaiag;
mewajiblan Direksi untuk menj amin b'!hwa PT yang dlkeiolanya pasti untung.
Oleh karena itu, dan inipun dltems}.an d'ﬂam Pasa.l 95 RUU PT, Direksi hanya
dapat chpei‘tdn sungj awabk'm atas Lemoza.n PT apabila i\emgian tersebut
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi menjalankan thgasnya dengan
itikad baik dan penul tanggung jawab™ Sebagai ukuran untuk mengetahui
apakah anggota Direksi telah melaknkan pengurusan dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab Pasal 95 ayat (5) RUU PT menetapkan 4 (empat) kriteria
sebagai berikut:

a. ‘kerugian PT bukan karena }\esalahfm anggota Direksi yang bersangkutai;

b. anggota Direksi yang bersangkutan dengan itikad baik dan kehati-hatian
telah melakukan pengurusan untuk kepentmg'm dan sesuai dengan maksud

* dan fujuan PT;

C. dnggota D1rek51 yang ber sanﬁkut‘m tidak mempunyzu benturan kepentmcan
bzuk 1an0<;un0 maupun tidak lan crsunc atas tmdai{'m pengurusan yang telah
men galubatkan kerugian;

d. anggotaDzreLsz yang bers*mckutan telah menoambﬂ tindakan untuk menoefrah

) :tzmbul atau bexlanj utnya kerugian ter: sebut.

- Menyumak tolok ukur tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95 ayat (5) RUU PT maka kiranya jelas bahwa dalam menilai tanggung jawab

M Pasal 102 ayat (2) dan {3) RUU PT.

* Philip Lipton and Abraham Herzberg, Understanding Company Law, The Law Book
Company Limited, 1992, hat. 296. A Fiduciary relationship is the relationship between
a person in a position of trust, the fiduaciary, and the person for whose benefit the
fiduciary acts. A fiduciary’s powers are exerciced on behalf of others who are in a
position of dependence.

3 Pasal 90 ayat (2) RUUPT.
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| -' anggota Dnek31 atas penwurusan PT berlaku apa yang disebut “busmess.

o judgment mle 7 Sebacax pelbandmgan penulis sajikan di simi makna busmess

o Judoment rule sebagalmana itu diatur dalam Coqaorat;on_s Act 2001 Austraha
__'Dal_ n Sec’uon 180(2) terdapat atm an sebaozu bertkut: e :

o “A dn ec:tor 01 othf:l ofﬁce1 of a company who makes a busmess Judgmem is
-~ -taken to hava met the 1 equ,u ements of the statutory duty of care and diligence
e (contamed insec: 180( 1)) and thezr equwaient general law dutles in I'ESPE tolf
't’ne_]udgmentlfthey i b hag R S LN :

B 31-_m'1ke the }udgment in Good fanth foz a p1 oper pmpose 'md .
- do’ not have a matenal pel sona] mterest in the subject—’natter _of \ the
gudgment and o : g
. '_"[mfonn themselves about the subg ect matter of the judoment to the extent
o they reasonably believe to be ; appropriate; and ' :
s 1at10na]ly beheve that the Judgment isin the best inter ests of the company "4

Sungguh ironis bilamana terj adi keadaan dimana penilaian atas tan crung
Jawab Direksi tidak mengindahkan dan berpedoman pada “busmess
Jjudgement rule” sehingga berak;,bat bahwa; : b

“a failure to expressly acknowledge that directors should not be lmble for
decisions made in good faith and with due care, may lead to failure by the
company and its directors 1o -take advantage of oppor. runmes z‘hczr
mvolves responsible nskrakmg TRE :

Seianjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal- -pasal 1365 dan 1366
KUH Perdata, Direksi (artimya semua anggota Direksi) secara pribadi dapat
ﬂcut d1pertanggun g jawabkan atas kerugian yang diderita pihak ketiga karena
perbuatan melawan hukum PT. Misalnya apabila Direksi mengckdakan
perjanjian atas nama PT sedang diketahuinya bahwa PT tidak akan mampu
memenuhi kewaj 1bannya berkenaan dengan perjanjian yang dibuat, Tanggung
Jawab tersebut juga dapat menimpa Dewan Komisatis apabila mereka menjabat
selaku Direksi karena Direksi lowong dan dalam kedudukan tersebut melakukan
perbuatan atas nama PT yang merugikan pihak ketiga®, dan bahkan juga
pemegang saham yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan
PT37

* Pamela Hanrahan, Jan Ramsay, Geof Stapleton, Commercial Applications of Company
Law, CCH Australia Limited, Sydney, Australia, 2002, hal, 245.

5 1bid, loc. Cit.

* Pasal 115 RUU PT.

*7 Pasal 3 ayat (2) c. RUU PT.
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3. ?erbuatan uitm vires. .

Perbuat&n yanrr secara exphsit atau secara 1mphszt teicak_up dqiam'
_ I\ecakapan bertmdak PT (yaitu termasuk dalam maksod dan tujuan PT) adalah
~ perbuatan “infra vires”. Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak
PT (yaitu tidak tercakup dalam maksud dan tujuan PT) adalah perbuatan

“ultra vires' Pengertidn ‘wltra vires” mengandung arti bahwa perbuatan -
. _terlentu yma apabila chlakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar.

: 'kecakapan bertindak PT karena berada di luaz ruang lmgkup maksud dan- P

tujuannya sebavaumana telm'd(tub dalamAD. . ; :
: - Hukum persex oan Indonesia menganut pﬂnSip “ultm vmzs” Daiamkmtan
_ Hu_p_e_zl_u ditegaskan kembali bahwa AD mengikat semua pemegang saham,
-~ Direksi dan Dewan Komisaris.® Tidak jarang terdengar pendapat bahwa
RUPS, asalkan semua pemegang saham hadir dan atan diwakili, dapat
~ mengesampingkan dengan suara bulat ketentuan dalam AD. Pendapat tersebut:
-~ jelas keliru, Dalam putusan Hooggerechtshof Hindia Belanda tanggal 31
Desember 1931 dalam kasus “NV Albrecht & Co. vs Margaretha Lanser™
ditegaskan bahwa PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang berada
di lual kecakapan bemndaknya (vaita tidak tercakup dalam maksud dan
: tujuannya) sekali pun dengan persetujuan semua pemegang sahanmya.
Selanjutnya lihat juga arrest Hoge Raad Belanda tanggal 8 April 1938 dalam
- kasos “N.V. van Gulpen en Swerts vs Bugen Mehler”® Arrest tersebut sekali
 lagi menegaskan bahwa kekuatan mengikat AD tidak dapat dikesampingkan,
- teristimewa apabila menyangkut maksud dan tuj juan PT. Dengan demikian
_ kzranya jelas bahwa dalam hal PT yang adalah badan hukuni, perumusan
~ maksud dan tujuannya adalah pembatasan kecakapannya bertindak
 (de doelomschrijving van de rechtspersoon geldt als begrenzing van haar
 bevoegdheid). Oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan PT sedang
 perbuatan tersebut tidak tercakup secara eksplisit atan implisit dalam maksud
- dan tujuannya adalah batal karena hukum.
; ~ Sebagai perbandmgan di bawah ini putusan House of Lords Inggris (dalam
kedudukannya selaku badan peradilan tertinggi Inggris) tentang perkara
- “Ashbury Carriage Company v. Riche” vang merupakan suatu “landmark
 decision” yang menyatakan:

% Pasal 4RUUPT.
% Indisch Tijdshrift van het recht, Deel 135 hal. 175-177.
# HR. 8 April 1938, N.J. 1076. N.V. van Gulpen en Sweris-Mehler
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. “If a company, inc orporated by or under a statute, acted beyond _rhe Scope’
of the. objecfs stated in the. Statute or in its memorandum of association,
such acts:were vozd as beyo:zd the compafzy K capac zly even. tj mzzf ed by

"all ﬂze f?zembers e

- Bagaimana menafsukfm pemmusan maksud dan tujuan PT dalam pmktek"
Dala.m memi" sitkan perumusan dimaksud dua kriteria dapat membantu yaita
(1) 'u'tz yang Tazim (wajar) dan (i) penun}anc kegiatan kegiatan usaha yang

L terma}.«_tub daiamAD Mlsalnya saja sebuah PT: yang bemsa,ha ciaiatm bidang
- 'perdagancan bahan baku knma boleh dan: cahp membeli chm menjy ual bahan

baku tersebut (perbuatan pr gmer) dan selain itu PT tersebut boleh juga
meuyewa Gudan aldt alat lIdilprlTaSI mempeker jakan karyawan dsb
(perbuatan sekunder) Perbmﬁn—pei buatan sekunder dapat dﬂaLuLan PT
karena perbuatan—perbuatan 1e; sebut menunjang teacapamya Legxatan
usahaa:tya : EE _ ad - X :

4. Pengangkata“ﬂ dan pembarhenﬁan Direksi

RUPS selaku or gan yano satu %aumya bemfenang mengdnolxat ancrgota
Dir ek51 adaiah jucra o1gan yang secara eksklump berhak memberhentﬂ\an
mereka,

_ Berkanzm den gan pemberhenndn ancgota Du eksi seyocryanya dzperhmkan
bahwa hubungan anorgota Direksi dengan PT adalah unik. Direksi merupakan
bacqan yang esensial dzui PT dan di lain pihak ang ggota Direksi mempunyai
hubungan kontrakiual yang tidak melahirkan hubungan kerja dengan PT.
Anggota Direksi bukan karyawan PT. Hubungan ganda tersebut tidalk chm:{hkx
oleh karyawan lamnya Oleh karena itu apabila seorang anggota Direksi
diberhentikan oleh RUPS, maka anggota Direksi dimaksud mempunyaj dua
pilihan. Ia dapat menggugat keabsahan pembmhenuannya karena keputusan
RUPS tidak diambil sesuai prosedur sebagaimana diatur dalara RUU PT dan
atau AD. Apabila gugatannya d1menangk’m maka pember’ hentzannya batal
Imrena hukum (ab initio) dan ia tetap menj jabat sebagai anggota Direksi. Pilihan
kedua adalah menggugat PT, karena pemberhentiannya dilakukan ber dasarkan
alasan yang menurut dia tidak wajar. Akan tetapi apabila gugataniiya tersebut
diterima, maka paling banter ia hanya berhal mendapat ganti rugi. Tidak mungkin
ia dikembalikan dalam kedudukannya selaku anggota Direksi. Kewenangan

“ L.C.B. Gower, Gower’s Principles of Modern Company Law, fifth edition, London,
Sweet & Maxwell, 1692,
* Pasal 103 Jo. Pasal 104 ayat (6) dan (7) RUU PT.
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; :RUPS untuk memburhenukan anggota Direksi (asalkan sesuai dengan prosedur
. qebagalmzma diatur dalam RUU PTdan AD) adalah kewenangan mutlak yang
tidak tunduk kepada peraturan perund'mv—undancran tentang pemutusan
-.hubunﬂan kerja maupun pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat(2) KUH
'Perdata Mendahlkan sebahknya adalah bertentangan dengan tertib hukurn

5 Leputu%‘m RUPS tidak sah Igaj ena melanﬁ g&r RUU PT dtauAD

B Dewan Komzsams B )
1 ’E’ugas dan Wewenanw. SRS

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri yang tidak dikenal
dalam sistim hukum perseroan Anglo Amnerika. Kalau pun Board of Directors
perseroan Anglo Amerika yang terbagi atas execzmve/mana ging directors
dan non-executive directors dapat memberi kesan bahwa badan tersebut
mirip dengan Dewan Komisaris, namun demikian kemiripan tersebut semu
karena pada hakikatnya Board of Directors dimaksud adalah organ eksekutip.

Dari ketentuan dalam Pasal I angka 2 RUU PT jelas bahwa ada keharusan
bagi setiap PT mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris
adalah melakikan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT, dan memberi nasihat
kepada Direksi* demi kepentingan PT. Dewan Komisaris tidak mempunyai
peran dan fangsi eksekutip. Sekali pun AD menentukan bahwa perbuatan-
perbuatan Direksi tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris,
persetujuan dimaksud bukan pemberian Luasa dan puia bukan perbuatan
pengurusan.

a. Bukan pemberian kuasa karena kewenangan mengurus dan mengelola PT

- yang dimiliki Direksi bersumber pada UU (Pasal 90 ayat (1)dan (2)RUU
PT).

b. Bukan perbuatan pengurusan, mengingat bahwa sekalipun telah diminta

dan diperolehnya persetujuan tersebut, Direksi tetap bebas untuk tidak

melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, bahkan wajib

4 Pasal 106 ayat (1) RUU PT.
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= 'mengurungkan rencananya bﬂamana perbuatan tersebut dapat meruglkan
CHEPT Persetu; uan Dewan’ Komlsaus bukan instruksi dan oleh karenaitu
R persetujuan dimaksud tidak pelmh membebaskan Duek51 dan tanwuno
-f jawabnya sebacraimana diatur dalam Pasal 95SRUUPT. 2

SBIEH]J utnya peﬂu dlperhmhan bahwa tugas dan I\ewenancan pengawasan
'dzpercayakan kepada Dewan Komzsans demi kepenmn gan PT, bukan
kepenﬁnﬁan satu atau bebeiapa pemeganv saham™. Dewan Konnsams ukan
walql pemegang saham. Hal ini tertuang dalam Pasai 83 ayat ) yang me g;’*ang
-anggota Dewan Komlsan's uniuk bertmdak selaku kuasa pameganv saham
dalam pemungutan suara sewaktu RUPS. _ %

Demi peiaksanaan tugas pengawasannya Dewan KOﬂliS&l‘lS berhak
meminta segala keterangan yang diperlukan dari Direksi dan Direksi wajib
memberikantya. Selanjutnya agar tugas tersebut dapat diemban dengan efekmp,
Dewan Komisaris diberi kewenangan represif untuk memberhentikan untuk
sementara (schorsing) anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya“‘s

Meskipun Dewan Komisaris mempunyal wewenang tersebut, namun
demﬂﬂan im tidak berarti bahwa Dewan Komisaris membawahi Dir eksi. Dalam
hal pencfumsan PT, Direksi adalah organ mandiri.

2. Tanggung 3aw_ab Dewan _Komisaris

Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dikatakan bahwa
tanggung jawab tersebut mirip tanggung jawab Direksi. Per’ bedaannya adalah
bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris terdapat dalam bidang pengawasan
atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi dan pemberian nasihat
kepada Direksi, sedangkan tanggung jawab Direksi terdapat dalam bidang
pengurusan dan perwakilan PT.

- Dalam kaitan tanggung jawab tersebut periu dibedakan antara tanggung
Jawab ke dalam (mtemaE liability) dan tanggung jawab ke luar (external
lnablhiy) Mengingat bahwa Dewan Komisaris dipercayakan dengan tugas
pengawasan, maka Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan
dimaksud kepada PT (tanggung jawab ke dalam)®. Pertanggung jawaban
tersebut lazimnya diberikan sekali setahun pada wakta RUPS tahunan®.

Ada pun tentang tanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga
(tanggung jawab ke luar), apa yang dikemukakan di atas tentang tanggung

“ Pasal 106 ayat (2) jo. Pasal 111 ayat {2) RUYU PT.
* Pasal 104 ayat (1) RUUPT.

“ Pasal 111 ayat (3) RUUPT,

" Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) RUU PT.

.

B
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Jawab Dn eksi pada dasarnya be;laku pula bagi Dewan Komisaris: Misalnya
Dewan Konnsans yang mengetahu;. bahwa PT tidak mungkin melaksanakan

- sugtu; peij anjlan namun demikian tetap membeﬁ persetujuan kepada Dlrek51 _

untuk atas nama PT. mengadakml perjanjian tersebut, dapat dipertang guno
jawabkan atas keru \gian yang, diderita pihak. ketiga yang telah membuat petjanjian
dengm PT. Halini ditegaskan dalam pa.sal 112 RUUPT yang mengatur bahwa

- setlap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung

. jawab dengan Direksi atas kewajzban (utang) PTyang beium dilunasi bilamana
terjadi kepmhtan PT karena, kesalahan atau kelalzuan Dewan Koamsans dalam

- melakukan pengawasan terhadap penourusan yang dilakukan Direksi:

: Seianjumya diatur pula dalam pasal 112 ayat(2) bahwa ta_ng_gung jawab tersebut
berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5
(lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan serupa
ditetapkan pula bagi mantan anggota Direksi yang karena kesalahan atau
kelalaiannya selagi menjabat telah menyebabkan PT dinyatakan pailit®,

Sekalipun demikian perlu diperhatikan bahwa adanya kelalaian pada pihak
Direksi tidak berarti bahwa dengan sendirinya Dewan Komisaris juga lalai atau
salah. SelanJ uinya sebagaunana telah dikatakan di atas, pemberian persefujuan
oleh Dewan Komisaris tidak membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya.
Masin; gmasing organ mempunyai tugas yang mandiri dan oleh karena itu harus
mempeﬁ.anggung] awabkannya Sendm—sendln .

3. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris

" Seperti halnya Dxrek& Dewan Komisaris juga diangkat dan diberhentikan
oleh RUPS. Dewan Kormsans, seperti Direksi, mempunyai hubungan ganda
dengan PT. Sebagai organ ia merupakan bagian esensial dari PT dan selain itu
lamempunyai hubungan kontraktual dengan PT selaku badan hukum mandiri.
Akan tetapi sebagaimana hubungan kontraktual Direksi dengan PT, hubungan
kontraktual Dewan Kormisaris tersebut juga tidak melahirkan hubungan
kerja. Anggota Dewan Komisaris bukan karyawan PT. Begitu pula hubungan
kontraktual Dewan Komisaris tidak tunduk kepada ketentuan dalam pasal 1338
ayat2 KUH Perdata. RUPS sebagai organ yang secara eksklusip mempunyai
kewenangan mengangkat anggota Dewan Komisaris, senantiasa dan sewaktu-
waktu berhak memberhentikan mereka®.

- “Dapatkah anggota Dewan Komisaris menggugat keabsahan keputusan
RUPS yang memberhentikannya? Tentu saja ! Dan apabila keputusan yang

* Pasal 102 ayat (3)RUUPT.
% Pasal H6RUU PT.
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' berszmcrkuian ndak sah karena melanggzu prosedm yang ditetapkan ddiam RUU

. PTdan atau AD, maka yang ber sangkutm tetap menjabat sebagm an ggota
. Dewan Komisaris, Seianjtimy”k dalam kejadian di mana keputusan RUPS dl&l}]bﬂ
den gan sah dkan tetapi: alasan yahdmendasar;nya tidak wajar; maka an ggota
~.Dewan Komlsam yang dibeihenukan dengan sah berhak menuntut gaim rugi
“atas pemberhenuaunya yang diputusl\m dengan alasan yang tidak wajar Yang

~ tidak dapat dituntutnya ada}ah pemuhhan dalam kedudukaxmya selaku 'angﬂota

Demﬂqcm sketsa smgka‘i ini mengenal beberapa aspek hulmm perseroan
imbatas tentang peran;‘tugas dan tanggung gawab or: gan PT sebagannana
ter: maktub dalam RUU PT Semooa bennantaat ooy
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o RANCANGAN -
| UNBANG UNDANG REPUBLIK mmmsm
NOMGR TAHUN
_TENTANG
SEKURX’HSASE

s DENGAN RAHMAT TB’HAN YANG IVIAHA ESA
..... LRI PRESIDEN REPUBLIK ENDONESIA '

Memmbang A bahwa denfran bertambah memngkatnya pembangunan
i - nasional yang bertitik berat padabidang ekonomi, dibutuhkan
penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memeriukan
mekanisme Sekuritisasi bagi pihak- plhak Yang
berkepentingan yang dapat mendorong penmckatan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih
memacu pernbangunan nasional dan untuk memberikan
perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan
dalam transaksi sekuritisasi, perlu dasar hukum yang kuat
untuk menjamin kepastian hukum ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan hurufb, perlu membentuk Undang-undang

tentang Sekuritisasi,

Mengingat :  Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKVAT REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REE’g?LIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
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